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I. PENDAHULUAN 

 

        Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah.  

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah merintis 

pembentukan PPID sejak 2017 setelah  diterbitkannya Peraturan 

Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara dan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara 

Untuk melayani informasi kepada publik,  Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara berdasarkan peraturan Gubernur dimaksud, maka 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 

ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Provinsi Sumatera Utara. PPID Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh 

PPID Pembantu yang dibentuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dan/atau unit kerja lain.  

Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan 

mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi 

dari PPID Pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan 

dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi 

bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang 

dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, 

serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat. 

PPID Provinsi Sumatera Utara memiliki motivasi layanan prima 

yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana 

dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang memiliki standar.  
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Selama ini, PPID Provinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai 

kegiatan yang bersifat rutin. Selain melayani pemohon informasi publik, 

PPID Provinsi Sumatera Utara juga rutin melakukan koordinasi dan 

evaluasi dengan  para PPID Pembantu yang ada di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemanfaatan aplikasi 

Sistem Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi   

(SIP – PPID). Kegiatan rutin di dalam koordinasi tersebut antara  lain 

penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi 

yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi  yang wajib tersedia 

setiap saat. 

Untuk meningkatkan kemampuan, PPID Provinsi Sumatera Utara 

setiap tahunnya melakukan kegiatan peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) melalui kegiatan bimbingan teknis dan diskusi forum 

dengan PPID Pembantu untuk meningkatkan kemampuan PPID 

Pembantu dalam menciptakan inovasi dan layanan prima kepada publik. 

Hal tersebut didasari bahwa PPID sebagai ujung tombak layanan prima 

kepada publik menuju tercapainya reformasi birokrasi lembaga. 

Dalam rangka pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Sumatera 

Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk 

mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai 

keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 

tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan 

antara lain mengoptimalkan portal www.sumutprov.go.id yang telah ada 

dengan memperbaharui konten terkait informasi public. Selain itu juga 

telah disediakan alamat email PPID yaitu ppid@sumutprov.go.id dan 

alamat email seluruh PPID Pembantu yang ada di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara dengan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi 

Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP – PPID). 

Laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan PPID 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sepanjang periode 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sumutprov.go.id/
mailto:ppid@sumutprov.go.id
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II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN  

                                INFORMASI PUBLIK 

 

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di 

PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 

Sumatera Utara, dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain 

ruang PPID, meja informasi, banner alur pelayanan informasi, situs 

web PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Pengisian SKM 

Online, Aplikasi PPID Provinsi Sumatera Utara Berbasis Android, 

ruang diskusi, telepon, fax, formulir-formulir, lemari penyimpanan 

dokumen, dan komputer. 

2. Sumber Daya Manusia beserta Kualifikasinya 

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID, 

Gubernur Sumatera Utara telah menetapkan susunan pengelola 

layanan informasi dan dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. 

Adapun penetapan personil pada PPID Provinsi selain berdasarkan 

jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian serta 

keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas 

informasi. Berdasarkan Keputusan Gubernur ditetapkanlah 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan PPID 

Provinsi Sumatera Utara. 

 

 

Bagan Petugas PPID Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provinsi Sumatera Utara 
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3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya 

Pelayanan informasi publik didukung dengan penganggaran 

pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada tahun 2020  

tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor 

2.03.01.01.06.03 Kegiatan Penyebarluasan Informasi dan Publikasi 

Ketahanan Pangan dan Peternakan. 
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III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di 

PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan baik yang 

datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax, maupun 

melalui layanan elektronik website  Dinas Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dibuka lewat alamat web 

http://dishanpangternak.sumutprov.go.id. secara rinci dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik 
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1

Pelayanan Permohonan Informasi  
Diberikan/Ditolak

Diberikan

Ditolak

8

4

Jenis Pemohon

Individu Badan Hukum

8

3

Mekanisme Permohonan

Datang Langsung Lewat Pos

http://dishanpangternak.sumutprov.go.id/
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2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik 

Selama tahun 2020 semua permohonan informasi publik  

di Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan dapat dipenuhi dalam 

kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP. Atau dengan kata lain 

tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui 

waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja. 

 
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan 

                               Dari 11 permohonan informasi publik, sejumlah 10  

permohonan dikabulkan. 

 
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak  

     Beserta Alasannya 

Dari 11 permohonan informasi publik, ada 1 permohonan 

yang ditolak. Alasan penolakan merupakan permohonan Fotocopy 

Kerangka Acuan Kerja (KAK), Fotocopy Rincian Anggaran Biaya, 

Fotocopy Dokumentasi Pelaksaanaan, Kegiatan, Fotocopy Realisasi 

Keuangan Berupa Kwitansi Pembayaran, Fotocopy Laporan 

Pertanggungjawaban setiap pelaksanaan kegiatan, dikarenakan  

bahwa:   

 Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat di 

situs Website: www.dishanpangternak.sumutprov.go.id dan 

beberapa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang 

dikecualikan  sehingga tidak dapat diberikan dan diarahkan oleh 

PPID Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provsu untuk 

membuka alamat Website yang dimaksud untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan.  

 Data pemohon dalam Surat Permohonan Informasi tidak sesuai 

dengan data yang tertera di KTP, yakni perbedaan pekerjaan dan 

alamat, sehingga dapat dianggap sebagai cacat administrasi 

sebab tidak didampingi dengan surat keterangan yang 

menjelaskan terjadinya perubahan terhadap kedua hal diatas, 

dan dapat dinggap bahwa orang yang melakukan permohonan 

informasi dengan orang yang identitasnya tertera di KTP adalah 

berbeda. 

 

 

 

http://www.dishanpangternak.sumutprov.go.id/
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IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

  

1. Jumlah Keberatan 

Selama tahun 2020 ada 1 surat keberatan yang diterima oleh PPID 
Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.  

 

2. Tanggapan Atas Keberatan 

Tidak memberikan jawaban/tanggapan  

 

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke 
Komisi  Informasi 

      Ada 1 permohonan 

 

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi 

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara memutuskan 

menolak Permohonan Pemohon dengan mengeluarkan Surat 

Keputusan yang menyatakan Menolak  Permohonan Sengketa 
Informasi Register  Nomor: 49/KIP-SU/S/VIII/2020 dengan Surat 
Keputusan Nomor: 49/PTS-S/KIP-SU/XII/2020 pertanggal 01 

Desember 2020. 

 

5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan 

      Tidak ada 

 

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya 

      Tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9 

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM 

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada kurun waktu 

tahun 2020 menemukan kendala internal yaitu kurangnya 

pemahaman personil/staf ASN yang membantu menangani PPID 

karena adanya perubahan personil/ staf ASN, sehingga pemahaman 

tentang PPID harus ditanamkan lagi kepada staf yang baru agar 

pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik informasi dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Sedangkan kendala eksternal adalah pemohon informasi tidak 

melengkapi syarat permohonan informasi sesuai SOP. Selain itu, 

pemohon informasi tidak menyertakan detail dan spesifikasi teknis 

terkait jenis informasi yang diajukan. Hal ini menghambat 

pemberian layanan informasi publik. 

 
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK  

        MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 

 

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan 

terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi 

yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan 

pengetahuan dan 

kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun diklat terkait  

dengan layanan publik khususnya layanan di PPID Pembantu. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera 

Utara   akan melakukan review terhadap jenis informasi berkala, 

serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan pada 

tahun 2021. Hal ini sejalan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. PPID memiliki peran yang sangat 

besar dalam penyampaian informasi terkait dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan capaian kinerja. Layanan informasi  menuntut 

PPID melakukannya secara profesional. Oleh karena itu updating 

data dan informasi harus dilakukan secara berkelanjutan pada 

portal yang telah tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

informasi publik yang dibutuhkan. 
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Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana  

memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar 

sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan 

dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan 

baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi 

yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan 

fasilitas  yang mendukung optimalnya suatu layanan. Hal ini akan 

memberi kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui 

dan memperoleh  kebutuhan informasinya melalui media-media 

yang disediakan. 

 

 
VII. PENUTUP 

 

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam 

pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pengembangan PPID Pembantu Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 

 
   Medan, 31 Maret 2021 
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LAMPIRAN 

 

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi 
2. Surat Putusan Nomor: 49/PTS-S/KIP-SU/XII/2020 

3. Foto-foto Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan 

dan Peternakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



   
 

 

Rekapitulasi Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Tahun 

2020 

 

 

No 
Tgl. 

Permohonan 

Nama 

Pemohon 

Individu/ 

Badan 

Hukum 

Informasi yang 

diminta 

Mekanisme 

Permohonan 

Pelayanan 

Permohonan 

Informasi  
Tindak Lanjut 

Diberikan Ditolak  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25 Januari 

2021 

Hari 

Sanjaya 

Siregar, 

Muhamma

d Ihwan 

Hasibuan  

Mahasiswa Pemberitahuan Aksi 

Damai  

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

√  Berkoordinasi 

dengan UPT 

Pembibitan Sapi 

Potong Sihitang 

terkait tuntutan 

Aksi  

2 17 Februari 

2020 

Sofyan 

Hutabarat 

Forum 

Masyarakat 

Pengamat 

Korupsi 

Sumatera 

Utara 

(FMPK 

Sumut) 

Konfirmasi masalah 

pengadaan itik dan 

kerbau serta Program 

Rehabilitasi Pasar 

Hewam  

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

 

√  Menjawab 

Konfirmasi 

Informasi melalui 

surat balasan dari 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Peternakan Provsu   

3 25 Februari 

2020 

Elita 

Manurung 

Mahasiswa Data roduksi, 

konsumsi, harga dan 

impor kacang kedelai 

tahun 2014-2018 

(untuk penelitian 

skripsi) 

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

√  Diarahkan 

langsung ke 

Bidang 

Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan 

dan Bidang 

Konsumsi dan 

Keamanan Pangan 

4 25 Februari 

2020 

Palentina 

Pia Sinaga 

Mahasiswi - Data jumlah produksi, 

ketersediaan, 

konsumsi, dan 

kelebihan beras di 

Kabupaten Labuhan 

Batu Utara tahun 2014-

2018.       - Data 

Proporsi pengeluaran 

padi-padian dan jumlah 

keseluruhan konsumsi 

untuk pangan tahun 

2014-2018 

- Data Permintaan 

beras tahu 2014-2018. 

Data harga beras, telur, 

singkong, jagung tahun 

2014-2018. (untuk 

penelitian sikripsi)  

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

√  Diarahkan 

langsung ke 

Bidang 

Ketersediaan dan 

Distribusi Pangan 

dan Bidang 

Konsumsi dan 

Keamanan Pangan 

5 05 Maret 

2020 

Dwi 

Delviyanthi 

Mahasiswa Data populasi ternak 

Provinsi Sumatera 

Utara 

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

√  Diarahkan 

langsung ke 

Bidang Peternakan 

6 08 Juni 2020 Heri 

Siswoyo 

dan Hoko 

Judho Putra 

Wiraswasta - Fotocopy Kerangka 

Acuan Kerja (KAK),   

- Fotocopy Rincian 

Anggaran Biaya,  

- Fotocopy 

Dokumentasi 

Pelaksaanaan, 

Kegiatan,  

- Fotocopy Realisasi 

Keuangan Berupa 

Kwitansi Pembayaran,  

- Fotocopy Laporan 

Pertanggungjawaban 

setiap pelaksanaan 

kegiatan 

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

 √ Memberikan 

jawaban/tanggapan 

penolakan secara 

tertulis 

7 22 Juni 2020 Heri 

Siswoyo 

dan Hoko 

Judho Putra 

Wiraswasta Surat Keberatan atas 

jawaban PPID Dinas 

Ketahanan Pangan dan 

Peternakan Provsu 

Surat resmi 

pemohon  

dikirim lewat 

Pos  

 √ Tidak memberikan 

jawaban/tanggapan

. 

8 21 September Rahmad Komisi Panggilan Sidang Surat resmi √  Memberikan 



   
 

 

2020  Saleh 

Daulay, 

SE, M.AP 

Informasi 

Sumatera 

Utara 

Ajudikasi Nonlitigasi 

ke-1 

pemohon  

dikirim lewat 

Pos 

Jawaban/tanggapan 

tertulis permohonan 

penundaan waktu 

sidang 
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02 November  

2020  

Zanur 

Siregar, 

Nazam Al 

Ginting dan 

Abdul 

Manan 

Siregar  

LSM 

Gerakan 

Pemuda 

Penyambun

g Aspirasi 

Rakyat 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

(GP2AR-

SUMUT) 

Pemberitahuan Aksi 

Damai 

Surat Resmi 

dibawa 

Pemohon  

√  Berkoordinasi 

dengan bidang 

terkait sesuai 

dengan tuntutan 

aksi damai tersebut 

10 05 November 

2020 

Rahmad 

Saleh 

Daulay, 

SE, M.AP 

Komisi 

Informasi 

Sumatera 

Utara 

Panggilan Sidang 

Ajudikasi Nonlitigasi 

ke-2  

Surat resmi 

pemohon  

dikirim lewat 

Pos 

√  Menanggapi 

dengan menghadiri 

Sidang Ajudikasi 

Nonlitigasi ke-2 

11 11 November 

2020 

Trisuci 

Ramadani 

Mahasiswi Data populasi ternak 

sapi di Provinsi 

Sumatera Utara 

Surat resmi 

dibawa 

pemohon 

√  Diarahkan 

langsung ke Kepala 

Bidang Peternakan  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



   
 

 

Foto Sidang Sengketa Informasi Publik Tanggal 17 November 2020 di Kantor 
Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara 

 

             
 

               
 

               
 



   
 

 

Foto-foto Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan  

 
a. Sarana 

 
Recepsionis 
 

 
 

 
              

     
 
 
 

 



   
 

 

Ruang Tunggu 
 

             

 
 
Ruang Layanan Informasi 
 

 
 
 

 
              



   
 

 

 
 

 
               

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   
 

 

Ruang Video Conference (Vidcon)  

 

               

 
 
 

                 

 
 

 
 

 
 
 

 



   
 

 

b. Prasarana 
 
Website  

 

       

 
 

 
 
       

 
 

 
 
 

 
 



   
 

 

Buletin 
 

           
 
 

 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



   
 

 

Group Whats App (WA) yang bersifat internal 

 

                
 

                
 
 
 

 
 

 
 



   
 

 

Group Whats App (WA) yang bersifat eksternal 

 

                   
 

                   
 

 
 



   
 

 

Facebook 
 

                             
 
Instagram 

 

                           
 



   
 

 

Aplikasi 
 

 

            
 

 

 

 

 

 
 

Portal PPID 

 

            


